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ABSTRAK
KAJIAN KORUPSI DALAM
HUKUM DI INDONESIA

Ahmad Habibi Rosadi

Korupsi yaitu perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau
masyarakat luas untuk keuntungan pribadi atau golongan. Korupsi dapat terjadi
karena berbagai faktor misalnya pendapatan yang rendah, adanya kesempatan, dan
ada juga faktor dan luar yaltu bujukan orang lain, atau kurangnya control diri.
Korupsi sangat merugikan rakyat maupun Negara. Sebagian besar para koruptor
adalah para pejabat pemerintah yang diberi kepercayaan dan wewenang tetapi
banyak yang menyelewengkan. Orang yang kedapatan melakukan tindakan.
korupsi akan dijatuhi hukuman sesuai dengan undang-undang yang telah
ditetapkan pemerintah. Pemerintah Indonesia pun juga telah membentuk suatu
badan penyelidikan masalah korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau
sering disebut KPK. KPK memiliki tugas dan wewenang untuk mengusut tuntas
masalah korupsi dan pusat hingga daerah.

Dampak korupsi yaitu dapat mengubah segala tatanan kehidupan
masyarakat, seperti ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Upaya
penanggulangan korupsi harus dimulai dan diri sendiri agar taat terhadap aturan
yang dibuat pemerintah.

Korupsi yaitu perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau
masyarakat luas untuk keuntungan pribadi atau golongan. Korupsi dapat terjadi
karena berbagai faktor misalnya pendapatan yang rendah, adanya kesempatan, dan
ada juga faktor dan luar yaltu bujukan oranglain, atau kurangnya control din.
Korupsi sangat merugikan rakyat maupun Negara. Sebagian besar para koruptor
adalah para pejabat pemerintah yang diberi kepercayaan dan wewenang tetapi
banyak yang menyelewengkan. Orang yang kedapatan melakukan tindakan.
korupsi akan dijatuhi hukuman sesuai dengan undang-undang yang telah
ditetapkan pemerintah. Pemerintah Indonesia pun juga telah membentuk suatu
badan penyelidikan masalah korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau
sering disebut KPK. KPK memiliki tugas dan wewenang untuk mengusut tuntas
masalah korupsi dan pusat hingga daerah.

Dampak korupsi yaitu dapat mengubah segala tatanan kehidupan
masyarakat, seperti ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Upaya
penanggulangan korupsi harus dimulai dan diri sendiri agar taat terhadap aturan
yang dibuat pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Bahan hukum yang
diperoleh, dan basil wawancara dan data sekunder diolah secara content analysis
yang kemudian diolah berdasarkan asas-asas atau konsep-konsep hukum, dan
peraturang perundangan-undangan.

KATA KUNCI : korupsi, dampak, undang-undang, hukum.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia disamping sebagai makhluk individu juga disebut sebagai makhluk
sosial yang tidak dapat dipisahkan. Dalam bermasyarakat manusia memerlukan
norma atau aturan untuk dapat menjaga keseimbangan dalam melakukan hubungan
masyarakat agar tidak terjadi kekacauvan. Salah satu norma hukum yang berlaku di
masyarakat adalah norma hukum yang memiliki sifat memaksa untuk ditaati dan
dipatuhi, karena apabila norma hukum tersebut dilanggarakan dikenakan sanksi yang
apabila yang melanggarnya.

Angka kejahatan yang terjadi di Indonesia semakin meningkat dari waktu ke
waku. Kondisi yang demikian membuat pelaki tindak kejahatan akan melakukan
berbagai cara untuk memenuhi untuk kebutuhan hidupnnya. Tentunya semua pelaku
tindak kejahatan akan di pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa
pengetahuan siapa pun.

Salah satu hukum pidana dikenal adanya sanksi pidana berupa kurungan,
penjara, pidana mati, pencabutan hak dan juga merampas harta benda milik pelaku
tindak pidana. Tindak pidana yag lebih menekankan pengenalan hukum seperti
tercantum dalam pasal 10 KUHP yang berlaku bagi golongan jenis pidana yang
dapat dijatuhkan bagi golongan tertentu. Suatu fenomena sosial yang dinamakan
korupsi merupakan realitas perilaku manusia dalam berinterksi sosial yang dianggap

menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan Negara. Sekarang di Indonesia



jika orang berbicara mengenai korupsi, dipikirkan hanya perbuatan jahat

menyangkut keuangan Negara dan suap.

Pengertian korupsi dalam sejarah kehidupan hukum pidana Indonesia, istilah
korupsi dalam pengertian “corruption” adalah perbuatan seorang pejabat yang secara
melanggar hukum menggunakan jabatannya untuk mendapatkan suatu keuntungan
yang berlawanan dengan kewajibannya. Sedangkan kata “corrupt ” dijelaskan
menyangkut masalah penguapan yang berhubungan manupulasi di bidang ekonomi,
dan menyangkut kepetingan umum’)

Peraturan hukum pidana yang tercantum di dalam Undang-Undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan banyak perundangan-undangan
admistrasi yang bersanksi pidana, yang kadang-kadang pidana sangat berat, sampai
pidana mati. Adanya sanksi pidana dalam undang-undang admistrasi mestinya hanya
berfungsi sebagai “pengawal” aturan admistrasi itu agar ditaati orang. Oleh karena
itu, hukum pidana di dalam undang-undangan.

Dalam uraian ini mengenai tindak pidana korupsi secara umum lebih di
tekankan dalam HUHP dengan penjelasan sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana
korupsi. Pengertian korupsi berdasarkan UU No. 3 Tahun 1971, lebih luas dari
perbuatan seseorang yang merugikan keuangan Negara dengan memperkaya diri
orang lain atau suatu badan daripada memenuhi ketentuan untuk membuktikan lebih
dahulu adanya kejahatan/pelanggaran seperti diisyaratkan oleh Undang-Undang
oleh Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960. Seperti yang di uraikan diatas
dalam konsep hukum sejak semula telah dirumuskan secara sistem pemasyarakatan
yang diudangkan pada tanggal 30 Desember 1995. Dalam pasal 1 angka 2

menyatakan sebagai berikut :

* Elwi Danil. 2014. Korupsi, Konsep, Tindak Pidana,dan Pemberantasan. Jakarta. him 03.



“Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta
pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan
untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari
kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana serta dapat
berperan dalam pembangunan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan
bertanggung jawab. Pemasyaratakan juga mengatur hak-hak seoranng
narapidana,pasal 14 ayat 1 sebagai berikut :

Narapidana berhak :
a. Melakukan ibadah sesuai engan agama atau kepercayaannya;
b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
¢. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
e. Menyampaikan keluhan;
f. Mendapatka upah atau premi ata pekerjaan yang dilakukannya;
g. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
h. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
i. Mendapatkan pembebesan bersyarat,
Berdasarkan ketentuan diatas, salah satu hak dari narapidana adalah

memperoleh pembebasan bersyarat. Pembebesan bersyarat menurut Pasal 1 huruf b
Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1999 tentang

Asimilasi, Pembebesan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas adalah proses
pembinaan narapidana yang dilaksanakan berdasarkan pasal 14 22 dan Pasal 29
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.”

? Nurrisyad Hanum. “Pembebasan Bersyarat dan Tindak Pidana Hukum". diakses http://
www.fh.unsoed.ac.id/sites/20arinal pdf,. pada tanggal 26 Maret 2016 pukul 10.15 WIB

- -



Sistem Permasyarakatan diseienggarakan dalam rangka membentuk warga
binaan pemasyarakatan (narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien
pemasyarakatan) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesadaran,
memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga bisa diterima
kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan
hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Pasal diatas dapat dirumuskan bahwa sanksi hukum yang dapat dikenakan
kepada pelaku Tipikor berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda diatur dalam KUHP
dan Undang-Undang yang wajib dituntut apabila melanggar sesuai ketentuan yang
berlaku dalam hukum di Negara Indonesia.

Pengertian-pengertian diaats tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh
dan mendalam sehingga permasalahan ini dapat terjawab dengan jelas dan terperinci
yang di tuangkan dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul : PEMBERIAN
PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA

KORUPSI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH 99 TAHUN 2012 DI

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I PALEMBANG.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang pada uraian tersebut permasalahan dalam
skripsi ini adalah :
I. Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat di Rumah

Tahanan Negara di Kelas 1 Palembang bagi narapidana korupsi ?



2. Apakah mekanisme Pemberian Bersyarat ierhadap narapidana tindak korupsi

di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Palembang ?

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan
Pembahasan lebih terarah maka penulis memberikan pembatasan hanya
pada yang berhubungan dengan permasalahan yakni bentuk pelaksanaan dan
mekanisme dalam Pemberian Bersyarat melalui pihak ketiga.
Tujuan penelitian adalah :
1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat di rumah
Tahanan Negara di Kelas 1 Palembang.
2. Untuk mengetahui mekanisme pemberian dan syarat pengajuan pembebasan
bersyarat terhadap pidana korupsi berdasarkan ketentuan PP Nomor 99 Tahun

2012 di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Kota Palembang.

D. Kerangka Konseptual
1. Teori Perlindungan Hukum
Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan
pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang
lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat
menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum

lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang
diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan



masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-
anggota diwakili kepentingan masyarakat.”
E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penilitian yang dilakukan dalam metode ini penelitian yuridis
empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan
pengumpulan data-data lapangan dalam bentuk wawancara yang terkait
dengan permasalahan yang akan dilakukan pembahasan. Materi penelitian
yang dipakai bahan hukum yang diperoleh, dari hasil wawancara dan data
sekunder diolah secara contect analysis yang kemudian diolah
berdasarkan asas-asas atau konsep-konsep hukum, dan peraturan
perundang-undangan
2. Sifat Penelitian
Sifat penetilian dalam penulisan skripsi ini menggunakan
penelitian hukum yang bersifat deskriftif dan eksplanatoris karena peneliti
sudah mendapatkan atau mempunyai gambaran berupa data awal dan data
permasalahan yang akan ditelitinya.
3. Sumber Data
Digolongkan menjadi tiga macam karakteristik kekuatan yang
mengikat dengan bahan-bahan hukum yang seperti :
a. Bahan hukum primer, yaitu bahan — bahan hukum yang langsung

dengan permasalahan berkaitan.

* Soerjano Soekanto. 2012. Pengantar Penelitin Hukum, Universitas Indonesia. Jakarta :
Grafindo. him 52.



b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya perundang
undangan dan hasil karya dari pakar hukum serta melalui bahan
kepustakaan (library research).

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
dan kejelasan terhadap bahan primer dan hukum sekunder misalnya
kamus ensiklopedia dan lain sebagainya.

4. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara
kepada informan, Metode wawancara seringkala dianggap sebagai metode
yangn paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan.
Dianggap efektif oleh karena interviewer dapat bertahap muka langsung
dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, fakta-
fakta yang ada dan pendapat (opinion) maupun persepsi diri responden
dan bahkan saran-saran responden.

Metode pengumpulan data sekunder menggunakan bahan pustaka
atau library research, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi
tentang bahan primer. Bahan hukum yang diperoleh, dari hasil wawancara
dan data sekunder diolah secara content analysis yang kemudian diolah

berdasarkan asas-asas atau konsep-konsep hukum, dan peraturang

perundangan-undangan.



5. Analisis Data
Data yang diperoleh baik data primer ataupun sekunder dianalisis
secara deskriktif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk
melukiskan sesuatu hal di lokasi tertentu dan pada saat tertentu.
Kemudian data yang telah berkumpul diolah, dikualifikasikan, dan
dihubungkan secara sistematis untuk memperoleh suatu kesimpulan

dalam jawaban permasalahan yang sedang ditel.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

Andi Hamzah. 2012. Pemberantasan Korupsi Melalui Pidana Nasic
Kelima Grafindo: Jakarta. him 53

Aziz Syamsuddin, SH. 2011. Tindak Pidana Khusus. Jakarta : Sinar (

Barda Nawawi, 2015. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan H:
dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta : Kencana Prenada

Elwi Danil. 2014. Korupsi, Konsep, Tindak Pidana,dan Pemberanta.
him 03

Ermansjah Djaja. 2010. Memberantas Korupsi Bersama KPK. Jal
Grafika

Harmien Hadiati. 1994. Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan
Pidana Korupsi.Bandung : PT. Citra Aditya Bakti him 60.

Laden Marpaung. 1992. Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Per
Cetakan Kedua. Jakarta : Sinar Grafika. hlm 149

Petrus Irwan, Pembaruan Pemikiran Mengenai Pemasyarakata:
(Jakarta : Indhill Co,2008) hlm 23

Soerjano Soekanto. 2012. Pengantar Penelitin Hukum, Universita:
Jakarta : Grafindo. him 52.

B. Undang-Undang :

Lihat Pasal 43A Ayat (1) PP Nornor 99 Tahun 2012 tentang Perub:
Alas Peraturan Pcrnerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat da
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Bogor : Po

C. Diakses dari Media

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012”, melal
jdih.ristekdikti.go.id/?q=system/files/perundangan/l 1506183784 pdf
akses pada tanggal 20 Mei 2016

“etakan
4
Pidana
a
‘akarta.
: Sinar
Tindak
annya,

apida,

mesia.

Nedua
\ Cara

http



Hasil Wawancara dengan David Rosehan, Amd selaku Kepala Seksi Pelayanan
Tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota Palembang pada tanggal 27

Agustus 2016

Emmy Nasution, “Pembebasan Bersyarat”, diakses http://
www.hukumonline.com/narapidana pada tanggal 15 April pukul 09.00 WIB
“Pasal-Pasal Pembebasan Bersyarat”, melalui http://www.hukumindonesia-
pembebasan bersyarat.com, diakses pada tanggal 20 April 2016

Rhamoz Pengabean. “Menjadi Hak dan Kewajiban Narapidana™ , di akses http :
/Iwww.facebook.free kebebasan hak pada tanggal 17 April pukul 15.00 WIB



